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Food is the most important basic human need, and of course in its fulfillment is part of 
the basic rights of every Indonesian people. As a country with the largest Muslim population 
in Indonesia, halalism is an important indicator to be presented, especially in food products. 
This is what causes the importance of a food to have a halal certificate. A Muslim is not justified 
to consume food / drink before knowing halal. The purpose of this research is to find out the 
authority of the MUI as an authorized institution in halal labeling and how the supervision of 
halal labeling products is carried out by the government and the community as a party that 
plays an important role in conducting supervision of a product in circulation. MUI issued a 
fatwa in terms of halal and forbiddenness of a product circulating in the community. The results 
of this study indicate that MUI as an institution authorized to set halal and haram on a product, 
monopolize its authority, besides that the supervision is still very low carried out by the 
government and the community as a party that plays a role in supervising products and goods 
that are circulating in the community, so that JPH Law No.33 of 2014, cannot guarantee the 
protection of consumers. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia selain terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam dan sumber daya 
alamnya yang melimpah, negara dengan ribuan pulau ini juga memiliki berbagai makanan 
dengan berbagai jenis dan rasanya. Kekayaan akan aneka makanan tentu menjadi salah satu 
bentuk syukur kita sebagai warga Indonesia. Ini juga yang menyebabkan banyak orang 
Indonesia yang hobi melakukan wisata kuliner. 
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama,dan tentunya dalam 
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus 
senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang 
terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat2. Khususnya tentang keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat 
penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, karena mengkonsumsi 
makanan bagi umat muslim adalah suatu kewajiban, 
Sebagai negara dengan Umat Islam terbesar di Indonesia, kehalalan menjadi indikator 
yang penting untuk dihadirkan khususnya dalam produk makanan. Hal inilah yang 
menyebabkan pentingnya sebuah makanan untuk memiliki sertifikat halal. Seorang muslim 
tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan/minuman sebelum mengetahui kehalalannya. 
Mengkonsumsi makanan haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan membawa 
akibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Pada aspek duniawi, bahaya makanan haram 
dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Aspek akhirat, 
mengkonsumsi makanan/minuman haram bagi seorang akan mengakibatkan amal ibadahnya 
tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa 
Disamping itu setiap makanan yang dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh sangat 
mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah). Makanan yang 
haram atau yang diperoleh secara haram akan menjadi penghalang di terimanya ibadah dan 
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dikabulkannya doa.Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengetahui dan 
mengidentifikasi mana makanan yang halal dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dan mana makanan yang haram.  
Berbeda halnya dengan zaman sekarang ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) telah berkembang dengan pesatnya termasuk didalamnya teknologi makanan. 
Setiap hari dihadapan masyarakat  tersaji berbagai aneka jenis produk makanan olahan dan 
minuman aneka cita rasa. Semuanya itu dibuat dari berbagai macam bahan yang telah diolah 
dengan mesin berteknologi tinggi dan campuran bahan-bahan kimiawi sehingga sulit dikenali 
lagi asal usul bahan tersebut. Meskipun sudah dicantumkan komposisinya dalam setiap 
kemasannya, hal itu tetap saja sulit dipahami karena menggunakan isrtilah-istilah ilmiah yang 
sulit dipahami oleh orang awam. 
Ketentuan mengenai perlindungan konsumen tersebut sebenarnya telah tercantum 
dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV yang menegaskan komitmen Indonesia untuk 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia . Hadirnya Undang-Undang 
No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal (UUJPH) telah mempresentasikan tanggung 
jawab Negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang 
dan aman dalam mengkonsumsi / menggunakan produk yang sesuai dengan syariat yakni Halal 
dan thoyyib. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran  tentang pentingnya produk halal dan 
mewajibkan produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk. Produk yang dimaksud 
adalah makanan, kosmetik, dan lain-lain. UU JPH setidaknya menjadi landasan hukum tentang 
sistem informasi produk Halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat. 
Namun pada kenyataannya dilapangan , UU Jaminan Produk Halal mengalami polemik  
setelah MUI dianggap memonopoli penetapan halal dan haram suatu produk. Dikatakan bahwa 
MUI menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan jatah dari pelaku usaha. Dan oknum 
– oknum yang dianggap tidak bersikap koruptif akan lebih mudah tergoda oleh uang yang 
diberikan oleh pihak pengusaha demi mendapatkan sertifikasi dan label halal.  
Berdasarkan fenomena dan issu diatas maka rumusan masalah yang penulis angkat 
adalah pertama, Apakah kewenangan MUI dalam menjamin  legalitas halal? Dan yang Kedua 
Bagaimana pengawasan terhadap produk labelisasi halal ?  
 
METODOLOGI 
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Normatif. Penelitian ini bertumpu pada study 
kepustakaan (library researce) dan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue aproach) 




A. Kewenangan MUI  terhadap Legalitas Halal 
MUI merupakan suatu wadah yang didalamnya terhimpun para ulama,zu’ama dan 
cendikiawan muslim Indonesia. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang 
berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai adil dan makmur rohaniah dan 
jasmaniah yang di ridhoi Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Kedudukan 
MUI terhadap produk Halal adalah setral dan sangat penting, oleh karena keberadaan MUI 
dalam kancah keormasan ditanah air ini diposisikan sebagai induk organisasi keislaman. 
Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini ditunjang dengan 
dibentuknya beberapa komisi, atara lain Komisi Fatwa dan LPPOM MUI (lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang 
menangani khusus hukum pangan, obat-obatan dan kosmetika.  
Dengan demikian fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak. Fatwa harus 
dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa 
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dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan tahakkum (perbuatan membuat-
buat hukum)  dan tasyaru’ (membuat-buat syariat baru). Lembaga fatwa bersifat independen 
yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki 
otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Lembaga ini dengan 
seluruh anggotanya selalu berpegang pada sumber pokok islam (Al Quran dan Sunnah) dengan 
memperhatikan pendapat ulama terdahulu. Proses  penetapan fatwa tentang produk makanan 
dan minuman halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan 
terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan 
lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LPPOM MUI. 
LPPOM MUI didasarkan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 
018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya 
sebagai berikut : 
1. Mengadakan Inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-
obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat. 
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan 
memperjualbelikan suatu produk,penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang 
sesuai dengan ajaran islam. 
3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan 
mengenai penyelenggaraan rumah makan/ restoran,perhotelan, hidangan dalam pelayaran 
atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi 
pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, 
khususnya umat islam harus terjamin kehalalannya. 
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI 
sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 
pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat – obatan dan kosmetika. 
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi 
pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri. 
Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi LPPOM MUI dalam menjawab tuntutan 
masyarakat terhadap kebutuhan jaminan halal suatu produk, maka dilakukan penataan dan 
penyempurnaan baik internal maupun eksternal. Secara internal berdasarkan SK MUI No. 
330/MUI/IV/1991 dan SK No. 414/MUI/VIII/1998, dilakukan penyempurnaan redaksional 
mengenai tugas LPPOM MUI walaupun substansinya masih sama. Secara eksternal, LPPOM 
MUI membangun kemitraan dengan berbagai Departemen, Kementrian, Dinas/instansi dan 
lembaga sertifikasi halal di luar negeri.  
Sebelumnya sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini 
dilakukan setelah tes dan analisis tertentu. Pihak yang melakukan adalah Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hal tersebut dilakukan 
untuk melihat apakah produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.  
Sejak beralihnya proses pengurusan sertifikasi halal  pada bulan Oktober 2019 sertifikat halal 
tersebut sudah tidak dikeluarkan oleh MUI. Lembaga yang kemudian bertanggung jawab untuk 
mengeluarkannya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Halal (BPJH). Badan ini berada di 
bawah supervisi Kementrian Agama (Kemenag). Meskipun pemberian sertifikat halal kini 
diberikan wewenangnya oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH). Majelis Ulama Indonesia masih memiliki andil untuk memberikan penilaian dan 
masukan terkait produk halal yang sedang diuji. Jauh hari sebelum BPJH mendpatkan mandat 
mengurusi soal sertifikasi halal, banyak pihak yang mempertanyakan kesiapan lembaga 
tersebut. Setelah melihat banyaknya hambatan pelaksanaan sertifikasi halal di bawah BPJH , 
Kementerian agama akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 
Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. KMA itu berisi delapan poin yang pada intinya 
mendistribusikan tugas dan wewenang BPJPH tentang pemeriksaan dan pengujian kehalalan 
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produk. Jika merujuk pada UU JPH, BPJPH bertugas untuk membentuk 57 Lembaga 
Pemeriksa Halal (LPH), namun sayangnya hingga hari ini LPH yang dimaksud belum tersedia. 
Sehingga Kemenag memutuskan untuk mengembalikan kewenangan tersebut kepada LPPOM 
MUI. 
Pengawasan Terhadap Produk Labelisasi Halal. 
Islam sebagai agama yang senantiasa terikat pada ketentuan syari’ah, memiliki 
pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan syariat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam 
aspek pangan. Salah satu wujud dari perlindungan dalam aspek pangan tersebut adalah dalam 
bentuk pencantuman label halal dalam produk pangan kemasan yang dijual di pasaran, 
sehingga dengan demikian maka pihak konsumen dapat mengetahui secara pasti perihal 
kondisi dari produk pangan yang akan dikonsumsinya tersebut. 
 Perkembangan pengaturan jaminan produk halal pada dasarnya akan senantiasa sejalan 
dengan perkembangan pengaturan labelisasi pada produk pangan, karena melalui aspek 
labelisasi tersebutlah   konsumen dapat mengetahui kondisi halal atau tidaknya suatu produk 
yang akan dibeli dan dikonsumsinya.  
 Label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang 
diwakilinya. Karena itu isi label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting karena 
bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok yakni : 
1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu 
produk tertentu. 
2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas 
produk sejenis lainnya. 
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari 
kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang 
bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang berbahaya. 
Perihal apa semestinya dicantumkan dalam label pangan, Ketentuan UU Pangan No 18 tahun 
2012 pasal 97 (3), mengatur bahwa label sekurang-kurangnya memuat : 
1. Nama Produk; 
2. Daftar bahan yang digunakan; 
3. Berat bersih atau isi bersih; 
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 
5. Halal bagi yang dipersyaratkan 
6. Tanggal dan Kode Produksi 
7. Tanggal,bulan,dan tahun kadaluarsa 
8. Nomor izin edera bagi pangan olahan, dan 
9. Asal usul pangan tertentu. 
Pasal 97 ayat (3) UU Pangan diatas mengatur tentang ketentuan tentang dimuatnya 
“Keterangan tentang Halal” dalam label setiap produk yang dijual diwilayah Indonesia. Ini 
menunjukkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi 
masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. 
 Namun dalam kenyataannya, seringkali pihak produsen mencantumkan label halal pada 
produk yang mereka jual, namun tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya ataupun 
pencantuman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya perilaku 
produsen tersebut telah melanggar hak konsumen dan ketentuan syarat adminitratif yang ada. 
Oleh karena itu demi menegakkan dan menjamin hak-hak konsumen, maka diperlukan adanya 
pengawasan terhadap produk yang beredar dipasaran. 
 Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk 
mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan atau yang telah dilakukan. Pengawasan 
dapat bersifat represif dan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu 
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tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh 
dalam pelaksaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang 
dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi 
dengan apa yang seharusnya, dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, 
monitoring, dan sebagainya.  
Terkadang sebagai konsumen merasa bahwa produk makanan yang dibuat sudah halal 
nyatanya tidaklah cukup. Butuh pembuktian dan penjaminan bahwa produk yang kamu buat 
memang benar-benar halal. Itulah mengapa dibutuhkan sertfikasi halal. Selain itu, sertifikat 
halal juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian. 
Serta ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 
produk. Selain itu, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan 




Bahwa didalam Al Quran dan Sunnah Rasul bahwa kita sebagai manusia tidak 
dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Melainkan makanan yang telah 
ditetapkan didalam Al Quran dan Sunnah Rasul. Kewenangan MUI sebagai lembaga yang 
memiliki otoritas terhadap legalitas halal harus dijaga dengan baik, agar masyarakat percaya 
dan yakin terhadap produk yang dikonsumsinya karena telah melewati proses pengujian yang 
dilakukan oleh MUI. Untuk itu dalam menegakkan dan menjamin  hak – hak konsumen, harus 
di berikan pengawasan yang extra ketat terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat. 
Dalam hal ini pengawasan terhadap produk dilakukan oleh LPPOM MUI agar dapat 
menghasilkan sertifikat halal dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Hadi Setia Tunggal. “Perundan-Undangan Pangan Terbaru” dalam Sofyan Hasan  (2014) 
Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di 
Indonesia,Yogyakarta.Aswaja Presindo,hlm.1 KN. Sofyan Hasan,(2011). Sertifikasi 
Halal dalam Hukum Positif  (Regulasi dan Implementasi di Indonesia.Yogyakarta: 
Aswaja Presindo. hlm.167 
Dirjen bimas islam dan penyelenggara Haji, (2003). Bagian Proyek Sarana dan Prasarana 
Produk halal.Jakarta:Departemen Agama RI, hal. 242-288 
Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum. Cetakan Kedelapan.Jakarta : Kencana hlm 
133. 
Berasal dari Bahasa Arab Nomina (kanta benda) pemimpin (organisasi,pemerintahan, dan 
sebagainya). Sumber : Kamus Besar BahasaIndonesia. 
(http://kamusbahasaindonesia.org/) 
Bagian proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji,Departemen Agama RI, (2003). Himpunan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia,hlm xi 
Hijrah Lahaling,Kindom Makkulawuzar,Singkeru Rukka.Hakikat Labelisasi Halal terhadap 
Perlindungan Konsumen di Indonesia.Jurnal Hasanuddin Law Review.hal.289-290 
Yunus Wahid dkk. (2015). “Penegakan Hukum Lingkungan di sektor Kehutanan (Studi 
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai,Sulawesi Selatan)” Hasanuddin Law 
Review,1(1) : 65 
